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SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan
dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Sekretaris Kabinet blik Indonesia

Anung Wibowo, M.M.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
SEKRETARIAT KABINET

No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Terwujudnya rekomendasi
kebijakan pemerintah yang
berkualitas

Persentase rekomendasi atas
rencana kebijakan dan program
pemerintah yang dimanfaatkan

90 Persen

Persentase rekomendasi atas
rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam
bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapat
persetujuan Presiden yang
ditindaklanjuti

90 Persen

Terwujudnya hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan
yang berkualitas

Persentase alternatif penyelesaian
masalah atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah
yang mengalami hambatan yang
ditindaklanjuti

90 Persen

Persentase hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang
ditindaklanjuti

90 Persen

Terwujudnya penyelenggaraan
dukungan kerja kabinet yang
berkualitas

Persentase tingkat kepuasan
pengelolaan sidang kabinet, rapat,
atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden

90 Persen

Persentase naskah kepresidenan
yang dimanfaatkan

100
Persen

Persentase tingkat kepuasan
penyebarluasan informasi terkait
kegiatan kabinet

90 Persen

Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik di
lingkungan Sekretariat Kabinet

Persentase tingkat kepuasan
Kementerian/Lembaga (Instansi
pengusul) atas pelayanan
penyelesaian administrasi terkait
pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian Jabatan Pimpinan
Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan
Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya
hasil sidang Tim Penilai Akhir

90 Persen

Persentase tingkat kepuasan pada
layanan pembinaan jabatan
fungsional penerjemah

90 Persen

Indeks Reformasi Birokrasi

A (81.30)

Opini Badan Pemeriksa Keuangan
terhadap laporan keuangan

WTP




Program Anggaran

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet SPEERR] OISCEG

Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet

Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rp6.859.787.399,-
Penyelenggaraan Pemerintahan
Total Anggaran Rp85.210.834.893,-

Jakarta, 01 Oktober 2020
Sekretaris KabineRepublik Indonesia

Dr. Ir. 0 Anung Wibowo, M.M.
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SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratih Nurdiati, S.H., LL.M.
Jabatan : Wakil Sekretaris Kabinet Wakil Sekretaris Kabinet

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Wakil Sekretaris Kabinet Wakil Sekretaris

| Kabinet (*
@4}/7 /) ))-'(z:,:\'\y.- ml

Anung Wibowo, M.M. Ratih Nurdiati, S.H., LL.M,

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinef Sekretaris Kabinet




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
WAKIL SEKRETARIS KABINET

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya Rekomendasi Persentase Kebijakan Internal di 100
Kebijakan yang Berkualitas Lingkungan Sekretariat Kabinet Persen
yang ditindaklanjuti
Persentase Arahan Wakil
Sekretaris Kabinet pada Surat
Atas Pelaksanaan Tugas Deputi, 100
Staf Ahli, dan Staf Khusus di Persen
Lingkungan Sekretariat Kabinet
yang ditindaklanjuti
Persentase Arahan Wakil
Sekretaris Kabinet pada
Memorandum atas Pelaksanaan 100
Tugas Deputi, Staf Ahli, dan Staf Persen
Khusus di Lingkungan Sekretariat
Kabinet yang ditindaklanjuti
Persentase Kebijakan terkait
Masalah- masalah Strategis
Berdasarkan Penugasan dan
Arahan Sekretaris Kabinet 100
dan/atau Inisiatif Wakil Persen

Sekretaris Kabinet yang
dimanfaatkan oleh Sekretaris
Kabinet

Sekretaris Kabin

Dr,

Pihak Kedua,

rainol

Sekretaris Kabinet

nung Wibowo, M.M,

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,

Wakil Sekretaris Kabinet Wakil Sekretaris

Kabinet

1@/7 7)/%LQ\C mr

Ratih Nurdiati, S.H., LL.M




KEDEPUTIAN BIDANG
POLITIK, HUKUM, DAN
KEAMANAN
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SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

(eausge

nung Wibowo, M.M. Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

No. Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1) (2)

(3)

(4)

1 Terwujudnya rekomendasi
kebijakan yang berkualitas di
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

1) Persentase rekomendasi atas
rencana kebijakan dan program
pemerintah di Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

2) Persentase Rekomendasi atas
rencana kebijakan kementerian
/lembaga dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga di Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan
yang disetujui oleh Sekretaris
Kabinet

90 Persen

2 Terwujudnya hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan
yang berkualitas di Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan

1) Persentase rekomendasi
alternatif penyelesaian masalah
atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan
yang disetujui oleh Sekretaris
Kabinet

90 Persen

2) Persentase rekomendasi atas
hasil pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian dalam pelaksanaan
kebijakan dan program
pemerintah di Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Kegiatan

Politik Dalam Negeri

Hubungan Internasional

Total Anggaran

Pihak Kedua,

Sekretaris Kabinet $ekretaris Kabinet

Dr. Ir. ond Anung Wibowo, M.M.

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang
Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Anggaran

Rp.250.019.411,-

Rp.334.197.035,-

Rp.361.008.982,-

Rp.374.139.100,-

Rp.1.319.364.528,-

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Pertama,

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan

ftdaneype,

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.




SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam
Keamanan Negeri

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M. Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

4)

Terwujudnya rancangan
rekomendasi kebijakan yang
berkualitas di bidang
Pemerintahan Dalam Negeri

1. Persentase rancangan
rekomendasi atas rencana
kebijakan dan program
pemerintah di bidang
Pemerintahan Dalam Negeri yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

2. Persentase rancangan
rekomendasi atas rencana
kebijakan kementerian /lembaga
dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga yang
perlu mendapatkan persetujuan
Presiden di bidang Pemerintahan
Dalam Negeri yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

90 Persen

Terwujudnya hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan
yang berkualitas di bidang
Pemerintahan Dalam Negeri

1. Persentase rancangan
rekomendasi alternatif
penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang
Pemerintahan Dalam Negeri yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

2. Persentase rancangan
rekomendasi hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di bidang
Pemerintahan Dalam Negeri yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Politik
Dalam Negeri

Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan

penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam

negeri

Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas

permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan
peraturan perundang-undangan di bidang politik dalam

negeri

Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang

Rp.241.114.411,-

Rp.7.195.000,-

kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang
politik dalam negeri

Total Anggaran

Rp.1.710.000,-

Rp.250.019.411,-



Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam
Keamanan Negeri

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M. Kardwiyana Ukar, S.H., LL.M.
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SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi
Keamanan Manusia, dan Aparatur Negara

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M. Purnom (‘coSH LL.M.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DAN APARATUR NEGARA

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) 3) (4)

1 Terwujudnya rancangan 1. Persentase rancangan 90 Persen
rekomendasi kebijakan yang rekomendasi atas rencana
berkualitas di bidang Hukum, kebijakan dan program

HAM dan Aparatur Negara pemerintah di bidang Hukum, Hak
Asasi Manusia, dan Aparatur
Negara yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

2. Persentase rancangan
rekomendasi atas rencana
kebijakan kementerian /lembaga
dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga yang
perlu mendapatkan persetujuan
Presiden di bidang Hukum, Hak
Asasi Manusia, dan Aparatur
Negara yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

90 Persen

2 Terwujudnya hasil pengendalian | 1. Persentase rancangan 90 Persen
penyelenggaraan pemerintahan | rekomendasi alternatif

yang berkualitas di bidang penyelesaian masalah atas
Hukum, HAM, dan Aparatur pelaksanaan kebijakan dan
Negara program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, dan
Aparatur Negara yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

2. Persentase rancangan
rekomendasi hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di bidang
Hukum, Hak Asasi Manusia, dan
Aparatur Negara yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Kegiatan Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan
1. penyelenggaraan pemerintahan di bidang hukum, HAM, Rp.318.648.035,-
dan aparatur negara

Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas
permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan
peraturan perundang-undangan di bidang hukum, HAM,
dan aparatur negara

Rp.14.775.000,-

Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang
3 kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau
' dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang
hukum, HAM, dan aparatur negara

Rp.774.000,-




Total Anggaran Rp.334.197.035,-

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi
Keamanan Manusia, dan Aparatur Negara

(e, 4

Dr. F‘ad]ansyail EUEIS, S.H., LL Purnomo Sucipto, S.H., LL.M.



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr, Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Asisten Deputi Bidang Hubungan
Keamanan Internasional

CChlamecype_

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M. Dr. Joh¥r Arifin, S.IP., M.P.M.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Terwujudnya rancangan
rekomendasi kebijakan yang
berkualitas di bidang Hubungan
Internasional

1. Persentase rancangan
rekomendasi atas rencana
kebijakan dan program
pemerintah di bidang Hubungan
Internasional yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

90 Persen

2. Persentase rancangan
rekomendasi atas rencana
kebijakan kementerian /lembaga
dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga yang
perlu mendapatkan persetujuan
Presiden di bidang Hubungan
Internasional yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

90 Persen

Terwujudnya hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan
yang berkualitas di bidang
Hubungan Internasional

1. Persentase rancangan
rekomendasi alternatif
penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang
Pemerintahan Hubungan -
Internasional yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

90 Persen

2. Persentase rancangan
rekomendasi hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di bidang
Hubungan Internasional yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan
Internasional

Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan

penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan

Internasional

Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas

permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan
peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan

Internasional

Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang

Rp.353.997.282,-

Rp.1.629.700,-

kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang
Hubungan Internasional

Total Anggaran

Rp.5.382.000,-

Rp.361.008.982,-



Pihak Kedua,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

(Cebireype

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hubungan
Internasional

Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M., M.H.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan Keam , Komunikasi, dan Informatika

(eansyas.

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN
INFORMATIKA

No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Terwujudnya rancangan
rekomendasi kebijakan yang
berkualitas di bidang
Pertahanan, Keamanan,
Komunikasi dan Informatika

1. Persentase rancangan
rekomendasi atas rencana
kebijakan dan program
pemerintah di bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi dan
Informatika yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

90 Persen

2. Persentase rancangan
rekomendasi atas rencana
kebijakan kementerian /lembaga
dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga yang
perlu mendapatkan persetujuan
Presiden di bidang Pertahanan,
Keamanan, Komunikasi dan
Informatika yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

90 Persen

Terwujudnya hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan
yang berkualitas di bidang
Pertahanan, Keamanan,
Komunikasi dan Informatika

1. Persentase rancangan
rekomendasi alternatif
penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang
Pertahanan, Keamanan,
Komunikasi dan Informatika yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

2. Persentase rancangan
rekomendasi hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di bidang
Pertahanan, Keamanan,
Komunikasi dan Informatika yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

Meningkatnya kualitas
pengelolaan program dan
anggaran, akuntabilitas kinerja
serta reformasi birokrasi di
lingkungan Kedeputian Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan

90 Persen

1. Persentase dokumen
pelaksanaan Reformasi Birokrasi
hasil koordinasi dengan unit kerja
di lingkungan Kedeputian Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan
yang disampaikan secara tepat
waktu

90 Persen

2. Persentase rekomendasi hasil
evaluasi akuntabilitas kinerja oleh
Inspektorat yang ditindaklanjuti
oleh unit kerja di lingkungan
Kedeputian Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan

70 Persen




No. ' Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1 | (2) (3) (4)

3. Persentase dokumen
perencanaan program dan
anggaran hasil koordinasi dengan
unit kerja di lingkungan 90 Persen
Kedeputian Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan yang
disampaikan secara tepat waktu

4. Indeks revisi program dan
anggaran hasil koordinasi dengan
unit kerja di lingkungan B
Kedeputian Bidang Politik,
Hukum, dan Keamanan

Kegiatan Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hukum,
Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara

Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Program dan
1. Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Rp.242.922.000,-
Kedeputian Bidang Polhukam

Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan
2. penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Rp.126.027.100,-
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas
permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan

3. peraturan perundang-undangan di bidang Pertahanan, Rp.0,-
Keamanan, Komunikasi, dan Informatika
Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang
4 kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Rp.5.190.000.-
' dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang p-o- ' ’
Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Inf
Total Anggaran Rp.374.139.100,-
Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Asisten Deputi Bidang Pertahanan,
Keamanan Keamanan, Komunikasi, dan Informatika

Claueype

Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.




KEDEPUTIAN BIDANG
PEREKONOMIAN
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SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2026
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sekretaris Kabinet Sektetaris Kabinet Deputi Bidang PerekonHmian

o }(@wo, M.M. Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Dr. Ir. Pram



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG PEREKONOMIAN

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya rekomendasi Persentase rekomendasi atas 90 Persen
kebijakan yang berkualitas di rencana kebijakan dan program
Bidang Perekonomian pemerintah di Bidang

Perekonomian yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

Persentase Rekomendasi atas
rencana kebijakan Kementerian
/Lembaga dalam bentuk
Peraturan Menteri/Kepala 90 Persen
Lembaga di Bidang Perekonomian
yang disetujui oleh Sekretaris

Kabinet
2 Terwujudnya hasil pengendalian | Persentase rekomendasi alternatif | 90 Persen
penyelenggaraan pemerintahan | penyelesaian masalah atas
yang berkualitas di Bidang pelaksanaan kebijakan dan
Perekonomian program pemerintah yang

mengalami hambatan di Bidang
Perekonomian yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

Persentase rekomendasi atas hasil
pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian dalam pelaksanaan
kebijakan dan program 90 Persen
pemerintah di Bidang
Perekonomian yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

Kegiatan Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang

Ekonomi, Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha BR.IER00.2005

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang

2, Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan e O
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang

3. Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Rp.182.608.798,-
Industri
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang

4, Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Rp.427.516.596,-

Kehutanan

Total Anggaran Rp.1.001.920.726,-




Jakarta, 01 Oktober 2020 ,
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sekretaris Kabinet Sekrefaris Kabinet Deputi Bi}:lang Perekonomjlan

D b

Anyufg Wibowo, M.M. Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Dr. Ir. Pram
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SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roby Arya Brata, S.H., LL.M., MPP., Ph.D.
. Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan
Jabatan : .
Pengembangan Iklim Usaha

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020

o Pihak Pertama,
Pihak Kedua, Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro,
Deputi Bidang Perekonondian Perencanaan Pembangunan, dan

= Pengembangaf) /I}?Jim Usaha
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Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.  Roby 7_6&1 Brdta, 8/H., LLIM., MPP., Ph.D.

al



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG EKONOMI MAKRO, PERENCANAAN PEMBANGUNAN, DAN
PENGEMBANGAN IKLIM USAHA

di bidang ekonomi makro,

perencanaan pembangunan, dan
pengembangan iklim usaha yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya rancangan Persentase rancangan rekomendasi | 90 Persen
rekomendasi kebijakan yang atas rencana kebijakan dan
berkualitas di Bidang Ekonomi | program pemerintah di bidang
Makro, Perencanaan ekonomi makro, perencanaan
Pembangunan, dan pembangunan, dan pengembangan
Pengembangan Iklim Usaha iklim usaha yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet
Persentase rancangan rekomendasi
atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam
bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga} yang peljlu mepd_apatkan 90 Persen
persetujuan Presiden di bidang
ekonomi makro, perencanaan
pembangunan, dan pengembangan
iklim usaha yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet
2 Terwujudnya hasil pengendalian | Persentase rancangan rekomendasi | 90 Persen
penyelenggaraan pemerintahan | alternatif penyelesaian masalah
yang berkualitas di bidang atas pelaksanaan kebijakan dan
Ekonomi Makro. Perencanaan program pemerintah yang
Pembangunan, dan mengalami hambatan di bidang
Pengembangan Iklim Usaha ekonomi makro, perencanaan
' pembangunan, dan pengembangan
iklim usaha yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet
Persentase rancangan rekomendasi
hasil pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah 90 Persen




Kegiatan Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Ekonomi,
Makro, Penanaman Modal, dan Badan Usaha

Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan
1. penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ekonomi Makro, Rp.178.156.200,-
Penanaman Modal, dan Badan Usaha

Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas
permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan

2. 0.-
peraturan perundang-undangan di bidang Ekonomi Makro, Rp.0,
Penanaman Modal, dan Badan Usaha
Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang
3 kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Rp.20.440.000,-

dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang
Ekonomi Makro, Penanaman Modal, dan Badan

Total Anggaran Rp.198.596.200,-

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Peptama,
Pihak Kedua, -~ Asisten Deputi Bidg Ekonomi Makro,
Deputi Bidang Perekopiomian Pert?naan
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Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M. ;Eg’b/y Arya Brata, S.H., LL.M., MPP,, Ph.D.
L



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama  : Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha dan Wilayah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
. Pihak Pertama,
| Ja eeduies " 74‘_.@“ Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha

-

Deputi Bidang Pereko dan Wilayah

N4 =

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M. Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M. .




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN USAHA DAN WILAYAH

No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Terwujudnya rancangan
rekomendasi kebijakan yang
berkualitas di bidang
Pengembangan Usaha dan
Wilayah

Persentase rancangan rekomendasi
atas rencana kebijakan dan
program pemerintah di bidang
pengembangan usaha dan wilayah
yang disetujui oleh Sekretaris
Kabinet

90 Persen

Persentase rancangan rekomendasi
atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam
bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan
persetujuan Presiden di bidang
pengembangan usaha dan wilayah
yang disetujui oleh Sekretaris
Kabinet

90 Persen

Terwujudnya hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan
yang berkualitas di bidang
Pengembangan Usaha dan
Wilayah

Persentase rancangan rekomendasi
alternatif penyelesaian masalah
atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang
pengembangan usaha dan wilayah
yang disetujui oleh Sekretaris
Kabinet

90 Persen

Persentase rancangan rekomendasi
hasil pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah
di bidang pengembangan usaha
dan wilayah yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Percepatan
Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri

Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan

penyelenggaraan pemerintahan di bidang Percepatan

Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri

Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas

permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan
peraturan perundang-undangan di bidang Percepatan

Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Industri

Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang

Rp.139.962.915,-

Rp.12.054.883,-

kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang
Percepatan Infrastruktur, Pengembangan Wil

Total Anggaran

Rp.30.591.000,-

Rp.182.608.798,-



Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekonomnyan

L\-‘—H\MA :

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pengembangan Usaha
dan Wilayah

ﬂ -
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Danil Arif Iskandar, S.H., LL.M.



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Kurniawan, S.H., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,

= ) . Asisten Deputi Bidang Perdagangan,
Deputi Pldang Perekongmian Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

M' )

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M. Agus Kurniawan, S.H., LL.M.

Pihak Kedua,



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, DAN
KETENAGAKERJAAN

No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Terwujudnya rancangan
rekomendasi kebijakan yang
berkualitas di Bidang
Perdagangan, Perindustrian,
dan Ketenagakerjaan

Persentase rancangan rekomendasi
atas rencana kebijakan dan
program pemerintah di Bidang
Perdagangan, Perindustrian, dan
Ketenagakerjaan yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Persentase rancangan rekomendasi
atas rencana kebijakan
kementerian/lembaga dalam
bentuk peraturan menteri/kepala
lembaga yang perlu mendapatkan
persetujuan Presiden di Bidang
Perdagangan, Perindustrian, dan
Ketenagakerjaan yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Terwujudnya hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan
yang berkualitas di Bidang
Perdagangan, Perindustrian,
dan Ketenagakerjaan

Persentase rancangan rekomendasi
alternatif penyelesaian masalah
atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang
mengalami hambatan di Bidang
Perdagangan, Perindustrian, dan
Ketenagakerjaan yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Persentase rancangan rekomendasi
hasil pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah
di Bidang Perdagangan,
Perindustrian, dan
Ketenagakerjaan yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Kegiatan

Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang
Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan

Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan

penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perniagaan,

Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan

Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas

permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan
peraturan perundang-undangan di bidang Perniagaan,

Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan

Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang

Rp.140.034.532,-

Rp.52.129.600,-

kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang
Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagaker

Total Anggaran

Rp.1.035.000,-

Rp.193.199.132,-



Pihak Kedua,

Deputi Bidang Pereko7

Satya Bhaktl Parikesit, S.H., M.M., LL.M.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perdagangan,
Perindustrian, dan Ketenagakerjaan

A}

Agus Kurniawan, S.H., LL.M.
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REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Riset, dan Teknologi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Perekonomian

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan
Pangan, Riset, dan Teknologi

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Perekononfian

P L

Satya Bhakti Parikesit, S.H., M.M., LL.M. Ida Dwi Nilasari, S.H., M.H.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Terwujudnya rancangan
rekomendasi kebijakan yang
berkualitas di Bidang Pertanian,
Ketahanan Pangan, Riset, dan
Teknologi

Persentase rancangan rekomendasi
atas rencana kebijakan dan
program pemerintah di bidang
Pertanian, Ketahanan Pangan,
Riset, dan Teknologi yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Persentase rancangan rekomendasi
atas rencana kebijakan
Kementerian/Lembaga dalam
bentuk Peraturan Menteri/Kepala
Lembaga yang perlu mendapatkan
persetujuan Presiden di bidang
Pertanian, Ketahanan Pangan,
Riset, dan Teknologi yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Terwujudnya hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan
yang berkualitas di Bidang
Pertanian, Ketahanan Pangan,
Riset, dan Teknologi

Persentase rancangan rekomendasi
alternatif penyelesaian masalah
atas pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang
Pertanian, Ketahanan Pangan,
Riset, dan Teknologi yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Persentase rancangan rekomendasi
hasil pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian atas pelaksanaan
kebijakan dan program pemerintah
di bidang Pertanian, Ketahanan
Pangan, Riset, dan Teknologi yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Meningkatnya kualitas
pengelolaan program dan
anggaran, akuntabilitas kinerja
serta reformasi birokrasi di
lingkungan Kedeputian Bidang
Perekonomian

Persentase dokumen pelaksanaan
Reformasi Birokrasi hasil
koordinasi dengan unit kerja di
lingkungan Kedeputian Bidang
Perekonomian yang disampaikan
secara tepat waktu

90 Persen

Persentase rekomendasi hasil
evaluasi akuntabilitas kinerja oleh
Inspektorat yang ditindaklanjuti
oleh unit kerja di lingkungan
Kedeputian Bidang Perekonomian

70 Persen




No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Persentase dokumen perencanaan
program dan anggaran hasil
koordinasi dengan unit kerja di
lingkungan Kedeputian Bidang
Perekonomian yang disampaikan
secara tepat waktu

90 Persen

Indeks revisi program dan
anggaran hasil koordinasi dengan
unit kerja di lingkungan
Kedeputian Bidang Perekonomian

Kegiatan

Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang
Perniagaan, Kewirausahaan, dan Ketenagakerjaan

Satya Bhakti Panke51t, S.H., M.M., LL.M.

Pengoordinasian penyusunan Dokumen Program dan

Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Kedeputian Bidang Perekonomian

Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan

penyelenggaraan pemerintahan di bidang Ketahanan

Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan

Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas

permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan
peraturan perundang-undangan di bidang Ketahanan

Pangan, Pertanian, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan

Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang

kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang

Ketahanan Pangan, Pertanian, Lingkungan Hi

Total Anggaran

Pihak Kedua, -

Deputi Bidang f—"erek{m7
e

Rp.223.754.501,-

Rp.191.642.095,-

Rp.7.620.000,-

Rp.4.500.000,-

Rp.427.516.596,-

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Pertanian, Ketahanan
Pangan, Riset, dan Teknologi

[

— K
Ida DWi Nilasari, S.H., M.H.




KEDEPUTIAN BIDANG
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SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

(2 n)gn{ungWibowo, M.M. Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Pihak Kedua,
Sekretaris KabinetSekretaris Kabinet




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4
1 Terwujudnya rekomendasi Persentase rekomendasi atas 90 Persen

kebijakan yang berkualitas di rencana kebijakan dan program
Bidang Pembangunan Manusia | pemerintah di Bidang

dan Kebudayaan Sekretariat Pembangunan Manusia dan
Kabinet Kebudayaan yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

Persentase rekomendasi atas
rencana kebijakan kementerian
/lembaga dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga di Bidang | 90 Persen
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

2 Terwujudnya hasil pengendalian | Persentase rekomendasi alternatif | 90 Persen
penyelenggaraan pemerintahan | penyelesaian masalah atas
yang berkualitas di Bidang pelaksanaan kebijakan dan
Pembangunan Manusia dan program pemerintah yang
Kebudayaan mengalami hambatan di Bidang

Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

Persentase rekomendasi atas hasil
pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian dalam pelaksanaan
kebijakan dan program

pemerintah di Bidang Poebicesen
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet
Kegiatan Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang

Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olah Raga Bp- 201002700,

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang

2 Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Rp32191699.001,
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada

3. Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Rp.245.980.200,-
Pemerint

A Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Rp.235.642.450,-

Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Total Anggaran Rp.932.924.351,-

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

UL al LD

mefio Anung Wibowo, M.M. Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.

Pihak
Sekretaris Kabine

dua,
gtaris Kabinet

Dr. Ir.
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SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan  Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,
Kebudayaan Pemuda, dan Olahraga

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. Teguh Supriyadi, S.H., LL.M.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Terwujudnya rancangan
rekomendasi kebijakan yang
berkualitas di Bidang Agama,
Kesehatan, Pemuda, dan
Olahraga

Persentase rancangan
rekomendasi atas rencana
kebijakan dan program
pemerintah di Bidang Agama,
Kesehatan, Pemuda dan Olahraga
yang disetujui oleh Sekretaris
Kabinet

90 Persen

Persentase rancangan
rekomendasi atas rencana
kebijakan kementerian /lembaga
dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga yang
perlu mendapatkan persetujuan
Presiden di Bidang Agama,
Kesehatan, Pemuda dan Olahraga
yang disetujui oleh Sekretaris
Kabinet

90 Persen

Terwujudnya hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan
yang berkualitas di Bidang
Agama, Kesehatan, Pemuda dan
Olahraga

Persentase rancangan
rekomendasi alternatif
penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang
mengalami hambatan di Bidang
Agama, Kesehatan, Pemuda dan
Olahraga yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

90 Persen

Persentase rancangan
rekomendasi hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di Bidang
Agama, Kesehatan, Pemuda dan
Olahraga yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

90 Persen




Kegiatan Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Agama,
Kesehatan, Pemuda, dan Olah Raga

Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan
1. penyelenggaraan pemerintahan di bidang Agama, Rp.173.510.700,-
Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga

Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas
permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan Rp.37.427.000,-

2. peraturan perundang-undangan di bidang Agama,
Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga
Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang
kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau )
& dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang SP20:6522000,
Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga
Total Anggaran Rp.231.602.700,-
Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan  Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,
Kebudayaan Pemuda, dan Olahraga

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. Teguh’Supriyadi, S.H., LL.M.
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SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Rahayu Kadarwati, M.Si.
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan

Jabatan : . .
Transmigrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa,
Kebudayaan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

AL p9 kD) Pl

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. Dra. Rahayu Kadarwati, M.Si.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG SOSIAL, KEBENCANAAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Terwujudnya rancangan
rekomendasi kebijakan yang
berkualitas di Bidang Sosial,
Kebencanaan, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan
Anak

Persentase rancangan
rekomendasi atas rencana
kebijakan dan program
pemerintah di Bidang Sosial,
Kebencanaan, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan
Anak yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

90 Persen

Persentase rancangan
rekomendasi atas rencana
kebijakan kementerian /lembaga
dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga yang
perlu mendapatkan persetujuan
Presiden di Bidang Sosial,
Kebencanaan, Pemberdayaan
Perempuan, dan Perlindungan
Anak yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

90 Persen

Terwujudnya hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan
yang berkualitas di Bidang
Sosial, Kebencanaan,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak

Persentase rancangan
rekomendasi alternatif
penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang
mengalami hambatan di Bidang
Sosial, Kebencanaan,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Persentase rancangan
rekomendasi hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di Bidang
Sosial, Kebencanaan,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen




No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target

m (2) (3) (4)

Persentase dokumen perencanaan
program dan anggaran hasil
koordinasi dengan unit kerja di
lingkungan Kedeputian Bidang 90 Persen
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan yang disampaikan
secara tepat waktu

Indeks revisi program dan
anggaran hasil koordinasi dengan 12 Kali
unit kerja di lingkungan (©)
Kedeputian Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

Kegiatan Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pengoordinasian penyusunan dokumen program dan

anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi .
Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Rpul 210642000,
Kebudayaan

Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan
2. penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Rp.112.948.200,-
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas

ermohonan izin prakarsa dan substansi rancangan

3. P p g Rp.70.637.000,-

peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan ’

Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang

kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau )
4 dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang RpiSi0981250,

Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan T

Total Anggaran Rp.235.642.450,-
Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa,
Kebudayaan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

CAAAM o AAAAD Phy

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M, Dra. Rahayu Kadarwati, M.Si.
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SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL
Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan, Pemberdayaan Perempuan, dan

. Perlindungan Anak

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak

AL Lo a A P

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Terwujudnya rancangan
rekomendasi kebijakan yang
berkualitas di Bidang
Pembangunan Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi

Persentase rancangan
rekomendasi atas rencana
kebijakan dan program
pemerintah di Bidang
Pembangunan Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Persentase rancangan
rekomendasi atas rencana
kebijakan kementerian /lembaga
dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga yang
perlu mendapatkan persetujuan
Presiden di Bidang Pembangunan
Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

90 Persen

Terwujudnya hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan
yang berkualitas di Bidang
Pembangunan Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi

Persentase rancangan
rekomendasi alternatif
penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang
mengalami hambatan di Bidang
Pembangunan Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Persentase rancangan
rekomendasi hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di Bidang
Pembangunan Desa, Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Meningkatnya kualitas
pengelolaan program dan
anggaran, akuntabilitas kinerja
serta reformasi birokrasi di
lingkungan Kedeputian Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan

Persentase dokumen pelaksanaan
Reformasi Birokrasi hasil
koordinasi dengan unit kerja di
lingkungan Kedeputian Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan yang disampaikan
secara tepat waktu

90 Persen

Persentase rekomendasi hasil
evaluasi akuntabilitas kinerja oleh
Inspektorat yang ditindaklanjuti
oleh unit kerja di lingkungan
Kedeputian Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan

70 Persen




Kegiatan Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan
Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerint

Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan

penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanggulangan R 0.-
Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan PliS2:25%:200,
Perempuan dan Perlindungan Anak

Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas
permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan
peraturan perundang-undangan di bidang Penanggulangan
Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan P

Rp.30.790.000,-

Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang

kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Rp.62.953.000,-
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang T ' ’
Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan So

Total Anggaran Rp.245.980.200,-

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Sosial, Kebencanaan,
Pemberdayaan Perempuan, dan
Perlindungan Anak

CAAUMAL_20 A £

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. Endang Tri Septa Kurniawati, S.H., MCL

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan Kebudayaan

CAAMM D dAAND

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. Drs. Hermah Suranto, M.Pub.Pol.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Terwujudnya rancangan
rekomendasi kebijakan yang
berkualitas di Bidang
Pendidikan dan Kebudayaan

Persentase rancangan
rekomendasi atas rencana
kebijakan dan program
pemerintah di Bidang Pendidikan
dan Kebudayaan yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Persentase rancangan
rekomendasi atas rencana
kebijakan kementerian /lembaga
dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga yang
perlu mendapatkan persetujuan
Presiden di Bidang Pendidikan
dan Kebudayaan yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Terwujudnya hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan
yang berkualitas di Bidang
Pendidikan dan Kebudayaan

Persentase rancangan
rekomendasi alternatif
penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang
mengalami hambatan di Bidang
Pendidikan dan Kebudayaan yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Persentase rancangan
rekomendasi hasil pemantauan,
evaluasi, dan pengendalian atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah di Bidang
Pendidikan dan Kebudayaan yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen




Kegiatan Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan
1. penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pendidikan, Rp.160.178.001,-
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas
permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan

& peraturan perundang-undangan di bidang Pendidikan, R Ry
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang
kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau )
% dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Rp.56.161.000,
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknolo
Total Anggaran Rp.219.699.001,-
Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Asisten Deputi Bidang Pendidikan dan
Kebudayaan Kebudayaan

Dr. Yuli Harsono, S.H., LL.M. Drs. Herman Suranto, M.Pub.Pol.



KEDEPUTIAN BIDANG
KEMARITIMAN DAN
INVESTASI
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SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama  : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

aglondys

Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya rekomendasi Persentase rekomendasi atas 90 Persen
kebijakan yang berkualitas di rencana kebijakan dan program
Bidang Kemaritiman dan pemerintah di Bidang
Investasi Kemaritiman dan Investasi yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet
Persentase rekomendasi atas
rencana kebijakan kementerian
/lembaga dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga di Bidang 20IRersEn
Kemaritiman dan Investasi yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet
2 Terwujudnya hasil pengendalian | Persentase rekomendasi alternatif | 90 Persen
penyelenggaraan pemerintahan | penyelesaian masalah atas
yang berkualitas di Bidang pelaksanaan kebijakan dan
Kemaritiman dan Investasi program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang
Kemaritiman dan Investasi yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet
Persentase rekomendasi atas hasil
pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian dalam pelaksanaan
kebijakan dan program 90 Persen
pemerintah di Bidang
Kemaritiman dan Investasi yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet
Kegiatan Anggaran
1 Dukungan Pengel'olaan Manajemen Kabinet di Bidang Rp.232.605.400,-
Kelautan dan Perikanan
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang _
2, Energi dan Sumber Daya Mineral Rp-S46iS225i2}
3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Rp.216.452.505,-

Perhubungan

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang

4. Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Rp.284.425.404,-

Maritim
Total Anggaran Rp.1.279.806.081,-
Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Kedifa, Pihak Pertama,

Sekretaris Kabinet Sekf Kabinet Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

glomgs

Dr. Ir. Pre o Arfung Wibowo, M.M. Ir Agustina M rbanin sih, M.Si.



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hennie Ambar Susilowati, S.H.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan Pekerjaan Umum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan
Pekerjaan Umum

C @lﬂ@%ﬁgﬂ Py~

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Ir Agustina Muirbaningsih, M.Si. Hennie Ambar Susilowati, S.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG PERHUBUNGAN DAN PEKERJAAN UMUM

No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Terwujudnya rancangan
rekomendasi kebijakan yang
berkualitas di bidang
Perhubungan dan Pekerjaan
Umum

Persentase rancangan
rekomendasi atas rencana
kebijakan dan program
pemerintah di bidang
Perhubungan dan Pekerjaan
Umum yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

90 Persen

Persentase rancangan
rekomendasi atas rencana
kebijakan kementerian /lembaga
dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga yang
perlu mendapatkan persetujuan
Presiden di bidang Perhubungan
dan Pekerjaan Umum yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Terwujudnya hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan
yang berkualitas di bidang
Perhubungan dan Pekerjaan
Umum

Persentase rancangan
rekomendasi alternatif
penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang
Perhubungan dan Pekerjaan
Umum yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

90 Persen

Persentase rancangan
rekomendasi atas hasil
pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian dalam pelaksanaan
kebijakan dan program
pemerintah di bidang
Perhubungan dan Pekerjaan
Umum yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

90 Persen




Kegiatan Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang
Perhubungan

1 Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan Rp.209.810.505,-

penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan

Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas
2. permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan Rp.942.000,-
peraturan perundang-undangan di bidang Perhubungan

Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang

3 kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Rp.5.700.000.-
' dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang -0 FVBEEE
Perhubungan
Total Anggaran Rp.216.452.505,-

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Perhubungan dan
Pekerjaan Umum

sl 7%1@,?;

Ir Agustina M irbani sih, M.Si. Hennie Ambar Susilowati, S.H.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi
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SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemetintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

.

Nama : Diana Irawati, S.H., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan, dan Kehutanan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dah mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan,
dan Kehutanan

zhmdye gvi\/‘%t‘

Ir Agustina Mu rbaningsih, M.Si. ana Irawati, S.H., LL.M,

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN

No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

Terwujudnya rancangan
rekomendasi kebijakan yang
berkualitas di bidang Kelautan,
Perikanan dan Kehutanan

Persentase rancangan
rekomendasi atas rencana
kebijakan dan program
pemerintah di bidang Kelautan,
Perikanan dan Kehutanan yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Persentase rancangan
rekomendasi atas rencana
kebijalsan kementerian /lembaga
dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga yang
perlu mendapatkan persetujuan
Presiden di bidang Kelautan,
Perikanan dan Kehutanan yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Terwujudnya hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan
yang berkualitas di bidang
Kelautan, Perikanan dan
Kehutanan

Persentase rancangan
rekomendasi alternatif
penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang
Kelautan, Perikanan dan
Kehutanan yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

90 Persen

Persentase rancangan
rekomendasi atas hasil
pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian dalam pelaksanaan
kebijal%an dan program
pemerintah di bidang Kelautan,
Perikanan dan Kehutanan yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen




Kegiatan . Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Kelautan
dan Perikanan

Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan
1. penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kelautan dan Rp.86.116.400,-
Perikanan

Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas

permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan _
2 peraturan perundang-undangan di bidang Kelautan dan Rp-145.889.000,
Perikanan
Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang
3. kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau Rp.600.000,-

dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang
Kelautan dan Perikanan

Total Anggaran Rp.232.605.400,-

Jakarta, 01 Oktober 2020
. Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Kelautan, Perikanan,
dan Kehutanan

ﬂ&l%ﬂbetﬁ Q:S’%

Ir Agustina M{irbaningsih, M.Si. Diana Irawati, S.H., LL.M.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi
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SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal dan Kepariwisataan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal
dan Kepariwisataan

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

gl £
Ir Agustina M rbanin sih, M.Si. ohamad Arlefk(humaldi S.E., S.S., M.H,



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENANAMAN MODAL DAN KEPARIWISATAAN

No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

4

Terwujudnya rancangan
rekomendasi kebijakan yang
berkualitas di bidang
Penanaman Modal dan
Kepariwisataan

Persentase rancangan
rekomendasi atas rencana
kebijakan dan program
pemerintah di bidang Penanaman
Modal dan Kepariwisataan yang
disetujui Sekretaris Kabinet

90 Persen

Persentase rancangan
rekomendasi atas rencana
kebijakan kementerian /lembaga
dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga yang
perlu mendapatkan persetujuan
Presiden di bidang Penanaman
Modal dan Kepariwisataan yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Terwujudnya hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan
yang berkualitas di bidang
Penanaman Modal dan
Kepariwisataan

Persentase rancangan
rekomendasi alternatif
penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang
Penanaman Modal dan
Kepariwisataan yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Persentase rancangan
rekomendasi atas hasil
pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian dalam pelaksanaan
kebijakan dan program
pemerintah di bidang Penanaman
Modal dan Kepariwisataan yang
disetujui oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Meningkatnya kualitas
pengelolaan program dan
anggaran, akuntabilitas kinerja
serta reformasi birokrasi di
lingkungan Kedeputian Bidang
Kemaritiman dan Investasi

Persentase dokumen pelaksanaan
Reformasi Birokrasi hasil
koordinasi dengan unit kerja di
lingkungan Kedeputian Bidang
Kemaritiman dan Investasi yang
disampaikan secara tepat waktu

90 Persen

Persentase rekomendasi hasil
evaluasi akuntabilitas kinerja oleh
Inspektorat yang ditindaklanjuti
oleh unit kerja di lingkungan
Kedeputian Bidang Kemaritiman
dan Investasi

70 Persen

Persentase dokumen perencanaan
program dan anggaran hasil
koordinasi dengan unit kerja di
lingkungan Kedeputian Bidang
Kemaritiman yang disampaikan
secara tepat waktu

90 Persen

Indeks revisi program dan
anggaran hasil koordinasi dengan
unit kerja di lingkungan
Kedeputian Bidang Kemaritiman
dan Investasi




Kegiatan Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral

Pengoordinasian Penyusunan Dokumen Program dan
1. Anggaran, Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi Rp.52.314.000,-
Kedeputian Bidang Kemaritiman

Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan
2. penyelenggaraan pemerintahan di bidang Kepariwisataan, Rp.216.597.404,-
Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas
permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan
L o Rp.15.314.000,-
peraturan perundang-undangan di bidang Kepariwisataan,
Riset dan Teknologi, dan Lingkungan Maritim

Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang
kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau
dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang
Kepariwisataan, Riset dan Teknologi, dan L

Total Anggaran Rp.284.425.404,-

Rp.200.000,-

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penanaman Modal
dan Kepariwisataan

Hioanpeinf N A fr—

Ir Agustina Mjurbanin sih, M.Si. Mohamad Arief Khumaidi, S.E., S.S., M.H.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi
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SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Troeno Marayoga, S.H., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Ir Agustina Murbaningsih, M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral
dan Lingkungan Hidup

shw{éckw’ W

Ir Agustina Murbaningsih, M.Si. Troeno Marayoga, S.H., LL.M.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MINERAL DAN LINGKUNGAN HIDUP

No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Terwujudnya rancangan
rekomendasi kebijakan yang
berkualitas di bidang Sumber
Daya Mineral dan Lingkungan
Hidup

Persentase rancangan
rekomendasi atas rencana
kebijakan dan program
pemerintah di bidang Sumber
Daya Mineral dan Lingkungan
Hidup yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

90 Persen

Persentase rancangan
rekomendasi atas rencana
kebijakan kementerian /lembaga
dalam bentuk peraturan
menteri/kepala lembaga yang
perlu mendapatkan persetujuan
Presiden di bidang Sumber Daya
Mineral dan Lingkungan Hidup
yang disetujui oleh Sekretaris
Kabinet

90 Persen

Terwujudnya hasil pengendalian
penyelenggaraan pemerintahan
yang berkualitas di bidang
Sumber Daya Mineral dan
Lingkungan Hidup

Persentase rancangan
rekomendasi alternatif
penyelesaian masalah atas
pelaksanaan kebijakan dan
program pemerintah yang
mengalami hambatan di bidang
Sumber Daya Mineral dan
Lingkungan Hidup yang disetujui
oleh Sekretaris Kabinet

90 Persen

Persentase rancangan
rekomendasi atas hasil
pemantauan, evaluasi, dan
pengendalian dalam pelaksanaan
kebijakan dan program
pemerintah di bidang Sumber
Daya Mineral dan Lingkungan
Hidup yang disetujui oleh
Sekretaris Kabinet

90 Persen




Kegiatan Anggaran

Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral

Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan
1. penyelenggaraan pemerintahan di bidang Energi dan Rp.531.819.772,-
Sumber Daya Mineral

Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas
permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan
2. L : Rp.527.000,-
peraturan perundang-undangan di bidang Energi dan
Sumber Daya Mineral

Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang

kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau B
= dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Rp.13.976.000,

Energi dan Sumber Daya Mineral

Total Anggaran Rp.546.322.772,-

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Sumber Daya Mineral
dan Lingkungan Hidup

Inel oy, W

Ir Agustina Mu barﬁng ih, M.Si. Troeno Marayoga, S.H., LL.M.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi



KEDEPUTIAN BIDANG
DUKUNGAN KERJA
KABINET
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SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
ihak Pertama,
Pukungan Kerja Kabinet

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet S¢kretaris Kabinet Deputi Bjls

Dr. Ir. Praxyo nung Wibowo, M.M. Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG DUKUNGAN KERJA KABINET

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) {2 (3) (4)
1 Terwujudnya pengelolaan Persentase tingkat kepuasan 90 Persen
dukungan kerja kabinet yang Sekretaris Kabinet terhadap
berkualitas pengelolaan sidang kabinet, rapat,

atau pertemuan yang dipimpin
dan/atau dihadiri oleh Presiden
dan/atau Wakil Presiden

Persentase penyelesaian naskah

100
kepresidenan yang disetujui oleh Petasti
Sekretaris Kabinet
Persentase penyelesaian dokumen 100
terjemahan yang dimanfaatkan Persen
Persentase kepuasan terhadap
informasi terkait kegiatan Kabinet S0 Dersen
dan Sekretariat Kabinet yang
disebarluaskan
Persentase kepuasan terhadap 90 Petsen
layanan keprotokolan
Kegiatan Anggaran
Dukungan Penyelenggaraan sidang kabinet, rapat dan
pertemuan yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Rp.821.873.244,-

Presiden

Dukungan Pelaporan Sidang Kabinet Maupun Rapat atau
Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri Presiden Rp.340.125.575,-
dan/atau Wakil Presiden

Dukungan Hubungan Kemasyarakatan serta Koordinasi &
Penyiapan Keprotokolan Rapat atau Pertemuan yang

Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Setkab serta Koordinasi Rp.575.882.114,-
Pelaksanaan Keprotokolan Rapat dan/atau Per
4. Dukungan Penyiapan Ngskah Dokumen Kepresidenan dan Rp.208.545.100,-
Kenegaraan serta Penerjemahan
Total Anggaran Rp.1.946.426.033,-
Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Kedua, Pjh rtama,

Sekretaris Kabine kretaris Kabinet Deputi Bida ngan Kerja Kabinet

v

Dr. Ir\ o Anung Wibowo, M.M. Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.




SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum., LL.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan Persidangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan
Persidangan

Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum.,
LL.M.

Pihak Kedua,
Deputi Bidang D ngan Kerja Kabinet

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Terselenggaranya persidangan Persentase kepuasan Sekretaris 90 Persen
kabinet yang berkualitas Kabinet Terhadap
Penyelenggaraan Persidangan

Kabinet

PersentaseTtingkat Kepuasan
Terhadap Layanan Permohonan 90 Persen
Penjadwalan Sidang Kabinet

Kegiatan

Anggaran

Dukungan Penyelenggaraan sidang kabinet, rapat dan pertemuan
yang dipimpin oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

L
2.
3.

Perencanaan sidang kabinet
Penyiapan perlengkapan sidang kabinet
Penyiapan bahan sidang kabinet

Total Anggaran

Pihak Kedua,

Deputi Bidang D ngan Kerja Kabinet

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Rp.79.000,-
Rp.769.928.209,-
Rp.51.866.035,-
Rp.821.873.244,-

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Penyelenggaraan
Persidangan

< n

¢ -

Sjahriati Rochmah, S.H., S.Pd., M.Hum.,
: LL.M.




SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heru Priyantono, S.H., M.H.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pelaporan Persidangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Deputi Bidajg ngan Kerja Kabinet Asisten Deput1-B1dang Pelaporan
Persidangan
W g

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si. Heru Priyantono, S.H., M.H.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG PELAPORAN PERSIDANGAN

No.

Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

| T ersedianya dokumen hasil
| sidang kabinet yang berkualitas

Persentase kepuasan Sekretaris
Kabinet dan para Eselon I di
lingkungan Sekretariat Kabinet
terhadap dokumen hasil-hasil
Sidang Kabinet

90 Persen

Persentase kepuasan terhadap
pelayanan permohonan salinan
risalah Sidang Kabinet

90 Persen

Persentase Arahan Presiden
(APRES) pada Sidang Kabinet dan
Rapat Terbatas yang dipimpin
dan/atau dihadiri Presiden yang
disampaikan kepada Pejabat
Eselon I di Sekretariat Kabinet

100
Persen

Meningkatnya kualitas
pengelolaan program dan
anggaran, akuntabilitas kinerja
serta reformasi birokrasi di
lingkungan kedeputian bidang
dukungan kerja kabinet

Persentase dokumen pelaksanaan
reformasi birokrasi hasil
koordinasi dengan unit kerja di
lingkungan Kedeputian Dukungan
Kerja Kabinet yang disampaikan
secara tepat waktu

90 Persen

Persentase rekomendasi hasil
evaluasi akuntabilitas kinerja oleh
Inspektorat yang ditindaklanjuti
oleh unit kerja di lingkungan
Kedeputian Dukungan Kerja
Kabinet

70 Persen

Persentase dokumen perencanaan
program dan anggaran hasil
koordinasi dengan unit kerja di
lingkungan Kedeputian Dukungan
Kerja Kabinet yang disampaikan
secara tepat waktu

90 Persen

Indeks revisi program dan
anggaran hasil koordinasi dengan
unit kerja di lingkungan
Kedeputian Dukungan Kerja
Kabinet

Kegiatan

Anggaran

Dukungan Pelaporan Sidang Kabinet Maupun Rapat atau
Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri Presiden dan/atau
Wakil Presiden

1,

Perekaman dan penyusunan transkripsi sidang kabinet

Penyusunan rancangan risalah sidang kabinet dan Arahan

Presiden serta pendistribusian Risalah Sidang Kabinet dan

Arahan Presiden

Pengoordinasian penyusunan dokumen program dan

anggaran, akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi

Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet

Total Anggaran

Rp.117.915.500,-

Rp.193.238.275,-

Rp.28.971.800,-

Rp.340.125.575,-




Pihak Kedua,
Deputi Bidan ngan Kerja Kabinet

[

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pelaporan
Persidang

'

Heru Priyantono, S.H., M.H.




SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, t{”ansparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Said Muhidin, S.H., M.H
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol

selahjutnya disebut Pihak Pertama

Nama  : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Hubungan
Kemasyarakatan dan Protokel

Pihak Kedua,
Deputi Bidang ngan Kerja Kabinet

~

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si. Said Muhidin,”S'H., M.H




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KEMASYARAKATAN DAN PROTOKOL

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1 Terselenggaranya hubungan Persentase kepuasan terhadap 90 Persen
kemasyarakatan dan pelayanan permohonan informasi
keprotokolan Sekretariat Kabinet | hasil peliputan kegiatan Kabinet
yang berkualitas dan Sekretariat Kabinet

Persentase kepuasan terhadap 90 Persen
layanan keprotokolan
Kegiatan Anggaran

Dukungan Hubungan Kemasyarakatan serta Koordinasi &
Penyiapan Keprotokolan Rapat atau Pertemuan yang Dipimpin
dan/atau Dihadiri oleh Setkab serta Koordinasi Pelaksanaan
Keprotokolan Rapat dan/atau Per

1 Penyusunan strategi hubungan kemasyarakatan, peliputan

. . i .251. .207,-
dan pengolahan informasi, serta pemantauan media Rpetal.Falodr,

Penyebarluasan dan pelayanan informasi, pengelolaan

2. media, serta penyelenggaraan koordinasi hubungan Rp.121.128.300,-
kemasyarakatan
3. Pelaksanaan keprotokolan Rp.202.992.607 ,-

Total Anggaran Rp.575.882.114,-

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Pertama,

Pihak i i Bi
ihak Kedua, Asisten Deputi Bidang Hubungan

Deputi Bida ukungan Kerja Kabinet

Fl

-
Said Muhidin, S.H., M.H

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.
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SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuyu Mulyani, S.IP., M.A.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Naskah dan Penerjemahan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.
Jabatan : Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Naskah dan
Penerjemahan

Pihak Kedua,
ukungan Kerja Kabinet

Deputi Bid

AWV,

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG NASKAH DAN PENERJEMAHAN

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya Naskah Persentase Naskah Kepresidenan 100
Kepresidenan yang berkualitas yang disetujui oleh Deputi Bidang Persen
Dukungan Kerja Kabinet
2 Terwujudnya Dokumen Persentase dokumen terjemahan 100
Terjemahan yang berkualitas yang tidak mendapatkan Persen
komplain dari stakeholders
Kegiatan Anggaran

Dukungan Penyiapan Naskah Dokumen Kepresidenan dan
Kenegaraan serta Penerjemahan

1.

2.

Deputi Bidan

Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.

Penyiapan naskah kepresidenan

Pelaksanaan penerjemahan tulis atas dokumen dalam

rangka mendukung Presiden

Rp.203.044.100,-

Dukungan fasilitas penerjemah dan dokumentasi

penerjemah

Total Anggaran

Pihak Kedua,

4

ukungan Kerja Kabinet

Rp.5.501.000,-

Rp.O,-

Rp.208.545.100,-

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Naskah dan

Penerjemahan
o

Yuyu Mulyani, S.IP., M.A.




KEDEPUTIAN BIDANG
ADMINISTRASI
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SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Kedua, Pihak Pertama,
retaris Kabinet Deputi Bid.a‘ng Administrasi

Pih:
Sekretaris Kabinée

Dr. Ir mwono Anung Wibowo, M.M. “arid Utomo, S.H., M.H.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI

Sekretaris Kabinet Se

Dr. Ir. Pr

Dukungan Manajemen Perencanaan dan Keuangan, serta

Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan

Pr

Dukungan Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi,

dan Tata Laksana

Dukungan Manajemen Kinerja Organisasi dan Individu,
Reformasi Birokrasi, serta Pengendalian Persuratan da

Dukungan Manajemen Pengadaan, Barang Milik Negara,
Pemeliharaan, Perlengkapan dan Jamuan, serta Pelayanan

Total Anggaran

Pihak Kedua,

o]

10 Afiung Wibowo, M. M.

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) 4
1 Terwujudnya dukungan teknis Persentase Keputusan Presiden 96 Persen
dan administrasi pengangkatan | terkait pengangkatan,
dan pemberhentian Jabatan pemindahan dan pemberhentian
Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan | Jabatan Pimpinan Tinggi Utama,
Pimpinan Tinggi Madya, dan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya,
Pejabat lainnya melalui Tim dan Pejabat lainnya hasil sidang
Penilai Akhir yang berkualitas Tim Penilai Akhir yang
diselesaikan secara akurat
2 Terwujudnya Dukungan Persentase rekomendasi penilaian | 90 Persen
Pengelolaan, Pembinaan, dan pejabat Fungsional Penerjemah
Pengembangan Jabatan yang diselesaikan secara akurat
Fungsional Penerjemah yang
berkualitas
3 Terwujudnya kelancaran tugas, |Persentase kepuasan terhadap 80 Persen
transparansi, dan akuntabilitas | dukungan manajemen dan
Sekretariat Kabinet pelaksanaan tugas teknis lainnya
di lingkungan Sekretariat Kabinet
Opini Badan Pemeriksa Keuangan
terhadap Laporan Keuangan WTP
Sekretariat Kabinet
Hasil Penilaian Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah BB (73,5)
Sekretariat Kabinet
Indeks Reformasi Birokrasi
Sekretariat Kabinet A (81,30)
Hasil Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 85
(PMPRB) Sekretariat Kabinet
Persentase kepuasan pengakses
terhadap layanan website 80 Persen
Sekretariat Kabinet
Nilai hasil monev keterbukaan Menuju'
informasi publik Tddmnats
P (81)
Kegiatan Anggaran

Rp.619.309.400,-

Rp.51.381.414.169,-

Rp.899.433.681,-

Rp.21.447.962.004,-

Rp.74.348.119.254,-

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Pertama,

Deputi Bidang Administrasi

Fé4rid Utomo, S.H., M.H.




SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bidang Administrasi Kepala Birg Perencanaan dan Keuangan

A

rid Utomo, S.H., M.H. & Hendri D , Ak., M.Si., C.A., CCSA,



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) 4)
1 Meningkatnya Kualitas Persentase kepuasan unit kerja 77 Persen
Perencanaan Program dan terhadap layanan perencanaan
Anggaran program dan anggaran Sekretariat
Kabinet
2 Meningkatnya Kualitas Persentase tingkat pemanfaatan 85 Persen
Pemantauan dan Evaluasi dokumen hasil pemantauan dan

evaluasi perencanaan dan
pelaksanaan program, kegiatan,
dan anggaran.

Persentase kepuasan unit kerja
terhadap pelayanan revisi Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran dan SOIGEEEEn
Petunjuk Operasional Kegiatan
3 Meningkatnya Kualitas Persentase kesesuaian Laporan 100
Manajemen Keuangan Keuangan dangen Standar Persen

Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Persentase penyelesaian
penerbitan SPM yang diselesaikan | 95 Persen
secara akurat

Kegiatan Anggaran

Dukungan Manajemen Perencanaan dan Keuangan, serta
Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Pr

1. Penyusunan rencana kerja Rp.330.449.000,-
2. Pengelolaan perbendaharaan Rp.169.553.400,-
3. Penyusunan laporan keuangan Rp.119.307.000,-
Total Anggaran Rp.619.309.400,-
Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bidang Administrasi Kepala Birp, Jerencapaan dan Keuangan

e

Farid Utomo, S.H., M.H. a Hendri Daud, Ak., M.Si,, C.A., CCSA,
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SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Tata Laksana

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

oL

M/
;arid Utomo, S.H., M.H. Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya Kualitas Layanan |Persentase kepuasan layanan 70 Persen
Manajemen Sumber Daya kepegawaian
Manusia
Persentase kepuasan peserta
terhadap pelaksanaan program 80 Persen
pengembangan kapasitas pegawai
Perseptase kepuasgn layanan 80 Persen
pembinaan pegawai
2 Meningkatnya Efektivitas Persentase penilaian atas 80 Persen
Layanan Manajemen Organisasi | efektivitas kelembagaan
dan Tata Laksana ;
Persentase penilaian atas
efektivitas manajemen tata 80 Persen
laksana
3 Terwujudnya rancangan Persentase Rancangan Keputusan | 80 Persen
Keputusan Presiden terkait Presiden terkait pengangkatan,
pengangkatan, pemindahan dan | pemindahan dan pemberhentian
pemberhentian Jabatan Jabatan Pimpinan Tinggi Utama,
Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan | Jabatan Pimpinan Tinggi Madya
Pimpinan Tinggi Madya K/L, dan | K/L, dan pemerintah provinsi
pemerintah provinsi hasil sidang | hasil sidang Tim Penilai Akhir
Tim Penilai Akhir yang yang diselesaikan secara tepat
berkualitas waktu
Kegiatan Anggaran

Dukungan Manajemen Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan
Tata Laksana

© ® N o ok L b=

= =
= O

Rekrutmen dan pengangkatan pegawai

Administrasi kepegawaian
Pembinaan kepegawaian

Pengembangan pegawai

Rp.2.428.290.000,-

Rp.119.800.000,-
Rp.611.889.000,-
Rp.610.458.000,-

Pemantauan dan penilaian Kinerja pegawai

Penempatan/mutasi pegawai
Pemberhentian pegawai
Penyusunan laporan kepegawaian
Pengelolaan kelembagaan
Tatalaksana organisasi

Koordinasi kelembagaan

Rp.22.000,-

Rp.46.526.000,-

Rp.22.000,-
Rp.22.000,-

Rp.4.995.000,-
Rp.4.140.000,-
Rp.36.702.000,-




12.  Gaji dan Tunjangan

Total Anggaran

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

- i

FA Utomo, S.H., M.H.

Rp.168.353.570.000,-
Rp.172.216.436.000,-

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi, dan Tata Laksana

Ve
Ratih Mayangsari, S.E., M.Si.
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SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hendry Prihandono, S.Kom., M.Kom.
Jabatan : Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan Reformasi Birokrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan
Reformasi Birokrasi

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

@

Fé&rid Utomo, S.H., M.H. Hendry Prihandc




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BIRO AKUNTABILITAS KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya kualitas Persentase tingkat pemanfaatan 80 Persen
pelaksanaan akuntabilitas dokumen akuntabilitas kinerja
kinerja dan reformasi birokrasi —
di lingkungan Sekretariat Jumlah komponen penilaian 6
Kabinet reformasi birokrasi yang nilainya o =
meningkat P
Persentase tingkat pemanfaatan
dokumen reformasi birokrasi £0 Hersen
2 Terselenggaranya dukungan Persentase kepuasan layanan 80 Persen
manajemen dan layanan persuratan dan ketatausahaan
persuratan serta ketatausahaan |pimpinan
pimpinan di lingkungan
Sekretariat Kabinet
Kegiatan Anggaran

Dukungan Manajemen Kinerja Organisasi dan Individu,
Reformasi Birokrasi, serta Pengendalian Persuratan da

1.

Perencanaan kinerja organisasi di lingkungan Sekretariat
Kabinet

Pemantauan, pengukuran, dan pelaporan kinerja
organisasi dan individu

Pengembangan sistem manajemen kinerja
Perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi di
lingkungan Sekretariat Kabinet

Pelaksanaan manajemen perubahan di lingkungan
Sekretariat Kabinet

Pengkajian dan pengembangan reformasi birokrasi di
lingkungan Sekretariat Kabinet

Perumusan dan penyampaian saran dan pertimbangan
kepada Sekretaris Kabinet

Dukungan pelayanan kunjungan kerja dan
rapat/pertemuan pimpinan (Seskab, Waseskab, Depmin)

Dukungan pelayanan dan administrasi ketatausahaan dan

persuratan

Total Anggaran

Rp.15.531.000,-

Rp.10.639.000,-

Rp.41.985.000,-

Rp.53.129.000,-

Rp.1.500.000,-

Rp.37.706.000,-

Rp.221.964.660,-

Rp.427.286.984,-

Rp.89.692.037,-

Rp.899.433.681,-

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Administrasi

a»

'F‘;rid Utomo, S.H., M.H.

Hendry Prihar

Pihak Pertama,
Kepala Biro Akuntabilitas Kinerja dan
Reformasi Birokrasi

no, s\Kom., M.Kom.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Suparti, M.AP.
Jabatan : Kepala Biro Umum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Farid Utomo, S.H., M.H.
Jabatan : Deputi Bidang Administrasi

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bidang Administrasi Kepgla Biro Umum

A

id Utomo, S.H., M.H. Dra.[Sup rti, M.AP.




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

BIRO UMUM
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) ' (4)
1 Meningkatnya Kualitas Persentase kesesuaian 95 Persen
Manajemen Pengadaan, Barang | pelaksanaan pengadaan barang
Milik Negara, Pemeliharaan, dan jasa dengan rencana

Perlengkapan dan Jamuan, serta | pengadaan

Pelayanan Umum Lainnya di

Lingkungan Sekretariat Kabinet Persentase akurasi laporan 100
Barang Milik Negara Persen

Persentase kepuasan terhadap
layanan pengadaan, pengelolaan
barang milik negara,
pemeliharaan, perlengkapan dan 90 Persen
jamuan, serta pelayanan umum
lainnya di lingkungan Sekretariat
Kabinet

Kegiatan Anggaran

Dukungan Manajemen Pengadaan, Barang Milik Negara,
Pemeliharaan, Perlengkapan dan Jamuan, serta Pelayanan

1. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp.18.692.601.939,-
2. Layanan umum rumah tangga Rp.849.188.428,-
3. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Rp.127.599.000,-
4. Penghapusan BMN Rp.704.369.421,-
5. Pengelolaan sarana dan prasarana Rp.1.074.203.216,-
Total Anggaran Rp.21.447.962.004,-
Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Deputi Bida%dministrasi Kepala Biro Umum

Farid Utomo, S.H., M.H, Dra. Supart}, ML.AP.
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SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M.
Jabatan : Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Politik dan Hukum

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Politik
dan Hukum

D S

Dr. Ir. PPr nung Wibowo, M.M. Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M.

Pihak Kedua,
Sekretaris KabinetSekretaris Kabinet




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
STAF AHLI BIDANG POLITIK DAN HUKUM

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1 Terwujudnya rekomendasi yang | Persentase laporan pelaksanaan 100
berkualitas terhadap isu tugas Staf Ahli bidang Politik dan Persen
strategis di bidang Politik dan Hukum yang disampaikan kepada
Hukum Sekretaris Kabinet

Kegiatan Anggaran

Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan terkait isu

strategis di bidang politik dan maritim

Total Anggaran

Pihak Kedua,
Sekretaris KabinetSekretaris Kabinet

Dr. Ir. Anung Wibowo, M.M.

Rp.93.634.800,-

Rp.93.634.800,-

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,

Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Politik

dan Hukum

,—M./Q(%—v'

Dyah Kusumastuti, S.H., LL.M.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Muis, S.Sos., M.P.M.
_ Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan

Jabatan : .
Internasional

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Pihak Kedua, Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
Sekretaris Kabinet Bekretaris Kabinet Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan
rnasional

Dr. Ir. \Prgyngs® Anung Wibowo, M.M. Abdul Muis, S.Sos., M.P.M.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
STAF AHLI BIDANG KEMARITIMAN, INVESTASI, DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) 4
1 Terwujudnya rekomendasi yang | Persentase laporan pelaksanaan 100
berkualitas terhadap isu tugas Staf Ahli bidang Persen
strategis di bidang Kemaritiman, |Kemaritiman, Investasi, dan
Investasi, dan Hubungan Hubungan Internasional yang
Internasional disampaikan kepada Sekretaris
Kabinet
Kegiatan Anggaran

Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan terkait isu
strategis di bidang hukum dan hubungan internasional

Total Anggaran Rp.111.785.000,-

Rp.111.785.000,-

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Pihak Kedua, Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet Kemaritiman, Investasi, dan Hubungan

I sional
~
( t g ald,
o Anung Wibowo, M.M,

Abdul Muis, S.Sos., M.P.M.




SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mailani Amperawan, S.E., M.Si.
Jabatan : Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

B

owh Anung Wibowo, M.M. Mailani Amperawan, S.E., M.Si.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet <retaris Kabinet

Dr. Ir.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
STAF AHLI BIDANG PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1 Terwujudnya rekomendasi yang | Persentase laporan pelaksanaan 100
berkualitas terhadap isu tugas Staf Ahli bidang Persen
strategis di bidang Perekonomian dan Kesejahteraan
Perekonomian dan Rakyat yang disampaikan kepada
Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kabinet

Kegiatan Anggaran

Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan terkait isu

strategis di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat Rp:80:880: 300

Total Anggaran Rp.80.880.400,-

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Cima

ono Arfung Wibowo, M.M. Mailani Amperawan, S.E., M.Si.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Sgkretaris Kabinet

Dr. Ir.




SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.
Jabatan : Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Komunikasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr.Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
Komunikasi

A

=
Dr. Ir. Pratayppd Anung Wibowo, M.M. Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Sgkretaris Kabinet




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
STAF AHLI BIDANG KOMUNIKASI

Sekretaris Kabinet S

Dr. Ir. Plaigyn

Pihak Kedua,
retaris Kabinet

nung Wibowo, M.M.

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1 Terwujudnya rekomendasi yang | Persentase laporan pelaksanaan 100
berkualitas terhadap isu tugas Staf Ahli bidang Persen
strategis di bidang Komunikasi Komunikasi yang disampaikan

kepada Sekretaris Kabinet
Kegiatan Anggaran
Total Anggaran Rp.0,-

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Pertama,

Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang

Komunikasi

—A4

Dyah Pancaningrum, S.H., M.T.Dev.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syafruddin, S.H., M.H.
Jabatan : Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang Reformasi Birokrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,
Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang
Reformasi Birokrasi

o Anung Wibowo, M.M, Syafruddin, S.H., M.H.

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabiflet Sekretaris Kabinet




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
STAF AHLI BIDANG REFORMASI BIROKRASI

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1 Terwujudnya rekomendasi yang | Persentase laporan pelaksanaan 100
berkualitas terhadap isu tugas Staf Ahli bidang Reformasi Persen
strategis di bidang Reformasi Birokrasi yang disampaikan
Birokrasi kepada Sekretaris Kabinet

Kegiatan Anggaran

Penyusunan dan penyampaian rekomendasi kebijakan terkait isu

strategis di bidang reformasi birokrasi

Total Anggaran

Pihak Kedua,
Sekretaris Kabinet Gekretaris Kabinet

Dr. Ir. one Anung Wibowo, M. M.

Rp.64.539.400,-

Rp.64.539.400,-

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Pertama,

Staf Ahli Sekretaris Kabinet Bidang

Reformasi Birokrasi

[

Syafruddin, S.H., M.H.




INSPEKTORAT
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SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agus Bintoro, Ak.
Jabatan : Inspektur

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Republik Indonesia

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sekretaris Kabinet ublik Indonesia Inspektur

Q#;ﬁ

nung Wibowo, M.M. Agus Bintoro, Ak.

Dr. Ir. Hranfo:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT

No. Sasaran Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Target

(1) (2)

(3)

(4)

1 Terselenggaranya Pengawasan
Internal di Lingkungan

Persentase rekomendasi hasil
pengawasan yang ditindaklanjuti

92 Persen

Sekretariat Kabinet yang
Optimal

Jumlah unit kedeputian yang
bersih dari penyimpangan
pengelolaan keuangan yang
material

3 Unit

Penyampaian Hasil Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) Sekretariat
Kabinet secara tepat waktu

1 Laporan

Kapabilitas Aparat Pengawas
Internal Pemerintah (APIP)
Sekretariat Kabinet

1 Laporan

Kegiatan

Anggaran

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan

Sekretariat Kabinet

1. Pelaksanaan audit internal Rp.208.031.000,-
2 Tindak lanjut hasil Laporan Hasil Pemeriksaan LHP Rp.2.000,-
3. Reviu perencanaan anggaran Rp.220.000,-
4 Penyusunan laporan Rp.5.886.000,-
Total Anggaran Rp.214.139.000,-
Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

Sekretaris Kabinet R lik Indonesia

fhung Wibowo, M.M.

Inspektur

Agus Bintoro, Ak.




PUSAT DATA DAN
TEKNOLOGI INFORMASI
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SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yulyati Kristina, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sekretaris Kabinet S taris Kabinet Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Dr. Ir. Pram§no A«iung Wibowo, M.M. Yulyati Kristina, S.Sos., M.Si.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1 Terwujudnya dukungan sistem | Persentase kepuasan pengguna 80 persen
informasi dan teknologi terhadap sistem dan teknologi
informasi, kearsipan dan informasi yang
perpustakaan, serta layanan diimplementasikan
data dan informasi yang
Wetlenalitas Jumlah pengunduh data dan 129000
informasi pada website B e A
Sekretariat Kabinet pengu
Persentase kepuasan pengakses
terhadap layanan website 80 persen
Sekretariat Kabinet
Nilai hasil monev keterbukaan
i . . 81.
informasi publik
Kategori hasil pengawasan 60
kearsipan internal (Cukup/CC)
Persentase kepuasan pengguna 78 persen
layanan perpustakaan
Kegiatan Anggaran
Dukungan Manajemen Data, Teknologi Informasi, Kearsipan, dan
Perpustakaan
1. Manajemen sistem informasi Rp.3.046.936.520,-
2. Pengolahan data dan informasi Rp.341.773.120,-
3. Penyusunan laporan Rp.49.240.000,-
Total Anggaran Rp.3.437.949.640,-
Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Sekretaris Kabinet{ Sekretaris Kabinet

Dr. Ir. moneAnung Wibowo, M.M.

Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Yu ristina, S.Sos., M.Si.



PUSAT PEMBINAAN
PENERJEMAH
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SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Wahyu Utami, S.IP., M.E.
Jabatan : Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M.
Jabatan : Sekretaris Kabinet Sekretaris Kabinet

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Kgdua, Pihak Pertama,
Sekretaris Kabinet etaris Kabinet Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah

N

ongAnung Wibowo, M.M. Sri Wahyu Utami, S.IP., M.E.

Dr. Ir. F
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PUSAT PEMBINAAN PENERJEMAH

No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

1 Terselenggaranya Dukungan Persentase rekomendasi terkait 90 Persen
Pengelolaan, Pembinaan, dan penilaian, akreditasi, penetapan
Pengembangan Jabatan angka kredit, pengangkatan,

Fungsional Penerjemah yang kenaikan pangkat/golongan,
berkualitas pemberhentian sementara dan

pengangkatan kembali, serta
pemberhentian dari jabatan yang
diselesaikan secara tepat waktu

Persentase rekomendasi
penyelesaian permasalahan
pelayanan Jabatan Fungsional
Penerjemah yang ditindaklanjuti

90 Persen

Persentase kelulusan pejabat
fungsional penerjemah pada
pendidikan dan pelatihan dengan
predikat minimal baik

90 Persen

2 Meningkatnya kualitas Persentase dokumen pelaksanaan | 92 Persen
pengelolaan program dan Reformasi Birokrasi yang
anggaran, akuntabilitas kinerja |disampaikan secara tepat waktu

dan reformasi birokrasi serta
pengembangan sistem informasi
Jabatan Fungsional Penerjemah

Persentase dokumen perencanaan
program dan anggaran yang 92 Persen
disampaikan secara tepat waktu

Tingkat kepuasan pengguna
terhadap sistem informasi Jabatan | 92 Persen
Fungsional Penerjemah

Kegiatan Anggaran

Dukungan Penyiapan Naskah Dokumen Kepresidenan dan
Kenegaraan serta Penerjemahan

Pengelolaan, Pembinaan, dan Pengembangan Jabatan
Fungsional Penerjemah

Total Anggaran Rp.379.345.680,-

Rp.379.345.680,-

Jakarta, 01 Oktober 2020
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sekretaris Kabinet&gkretaris Kabinet Kepala Pusat Pembinaan Penerjemah

e\

opd Anung Wibowo, M.M. Sri Wahyu Utami, S.IP., M.E.

Dr. Ir.| Py




